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BNPB. Desa/Kelurahan. Tangguh Bencana.
Pedoman Umum.

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG

PEDOMAN UMUM DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

a.

1.

bahwa dalam rangka mewujudkan visi
penanggulangan bencana Indonesia, yakni
mewujudkan Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi
Bencana, diperlukan pedoman Desa/Kelurahan
Tangguh Bencana;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
tentang Pedoman Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4587);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4588);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing
Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4830);

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun
2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman
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Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN
UMUM DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA.
Pasal l

Pedoman Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan panduan bagi
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam melaksanakan
pengembangan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana.

Pasal 2

Pedoman dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam
lampiran Peraturan Kepala ini, merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Kepala ini.

Pasal 3
Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2012

KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

SYAMSUL MAARIF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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A

B.

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN UMUM DESA/KRELURAHAN

TANGGUH BENCANA

BART
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geologls, geografis,
hidrologis, demografis dan sosiclogis yang menjadikannya rawan terhadap
bencana, balk bencana alam, non-alan, maupun bencana sosial. Data dan
Informasi Bencana Indonesia (DIBY BNPB (http:/ /dibi.bnpb.go.id/) menunjukkan
bahwa jumlah kejadian bencana dan korban meninggal per jenis kejadian bencana
dalam periode antara tahun 1815-2011 terus meningkat. Dapat  dikatakan
babhwa dalam dua abad terakhir ini [ndonesia telah mengalami ribuan bencana
geologis maupun hidrometeorelogis yang menimbulkan ratusan ribu korban jiwa
manusia,

Bencana telah menghancurkan hasil-hasil pembangunan yang diperoleh dengan
susah payah, Dana yang digunakan uniuk anggap darurat dan pemulihan pasca
bencana juga telah mengurangl anggaran yvang seharusnya dapat dimanfaatkan
uniuk pembangunan nasional dan program-program pemberantasan kemiskinan.
Jika erjadi bencana, masyvarakat miskin dan kaum marjinal vang tinggal di
kawasan rawan akan menjadi pihak yvang paling dirugikan, karena jumlah korban
terbesar hiasanya berasal dac kelompol: inl dan pemiskinan vang ditimbulkan
oleh hencana sebagran besar akan menimpa mercka.

Mengingat korban terbesar dari bencana adalah kaum miskin di tingkat
masyvarakat dan yvang pertama-tama menghadapi bencana adalah masyvarakat
sendirl, pomerintall mengembanglkan program  pengurangan  risilke boncana
berbasis komunitas, sesual dengan fanggung-jawab negara untul melindungi
segenap bangsa dan selurubh tumpah darah Indonesia sebagaimnana diamanatkan
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Salah satu
strategi yvang  alkan  digunakan untuk  mewujudkan ini adalah  melalud
pengembangan desa-desa dan kelurahan-kelurahan vyang tangguh terhadap
hencana. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana juga sejalan dengan
Wisi Badan Nasional Penanggulangan Bencana: "Ketangguhan bangsa dalam
menghadapi bencana”,

Upaya pengurangan risike bencana berbasis komunitas vang akan dilaksanakan
melalui pengembangan Desa/Kelurahan Tanggub Bencana perlu dipadukan ke
dalam  perencanaan dan  praktik pembangunan  reguler. Agar  pemerintah,
terutama di  tingkat  kabupaten dan kota, dapat melaksanalan  program
pengembangan Desa/Kelurahan Tanggub Bencana dan memadukannya sebagai
bagian dari Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  Kabupaten/Kota,
dibutuhkan adanya pedoman umum yvang akan menjadi acuan pelaksanaannya.,

Tujuan

1. Memberikan panduan hapl pemerintah dan/atan pemerintah dacrab dalam
mengembangkan Desa/Kelurahan Tanggub Bencana  scbaga bagian  dard
upaya untuk melaksanakan pengurangan risiko  bencana berbasis
masyarakat.
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2, Memberikan acuan  bagi pelaksangan  pengembangan  Desa/Kelurahan
Tangguh Bencana bag aparatur pelaksana dan pemangku kepentingan PRB

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 lentang Penanggulangan Bencana,

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerinlahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem  Perencanaan
Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang  Penyelenggarasn
Penanggulangan Bencana;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan
Pengelolaan Bantuan Bencana;

H. Peraturan  Presiden Nomor & Tahun 2008 tentang Badan  Nasional
Penanggulangan Beneana:

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
1. Peraturan Penierintah Nomor 73 Tahun 2003 tentang Kelurahan;

L1, Peraturan Menteri Dalam Negerd Nomor 46 Tabhun 2008 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kegja Badan Penanggulangan Benecana Dacrahg

12, Peraturan Kepala Dadan Nasional Penanggulangan Dencana Nomor 3 Tahun
2008 tentang Pedoman Pembentukan Dadan  Penanggulangan DBencana
Daerah;

0. Ketentuan Unmum

Dralam pedoman ini vang dimaksud dengan:

L. Alolzasi Dans Desa adalah dana yang diberikan kepada desa vang berasal dari
dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah vang diterima oleh
kabupaten/kota,  Tujuan  Alokasi Dana Desa; 1) Untuk  memperkuat
kemampuan keuangan desa (APBlles); 2] Untuk keleluassan bagi desa dalam
mengelola perscalan pemeriniahan, pembangunan serta kemasyvarakatan
desa; 3] Untuk  mendeoreng  terciptanya  demeokrasi desa; 4y Untuk
meningkatkan pendapatan dan pemerataan  dalan rangka  mencapal
kesejahteraan masvarakat desa.

2. Ancaman  adalah kejadian atau  peristiwa vang berpotensi menimbullan
jatuhnyva korban jiwa, kerusalkan asct atau kehancuran linglkungan hidup.
Ancaman bencana  adalah suatu kejadian atau  peristiwa vang  dapat
menimbulkan  bencana,  Istilah ancaman  seringkali  disgjgjarkan dengan
bahaya.

3. Anggaran Pendapatan dan Belarmga Dacrab [APBD) merupakan  rencana
lcuangan tahunan pemerintah  daecrah yang  disetujui oleh DPRD  dan
ditetapkan dengan Peraturan Dacrgh, Tahun anggaran APRD meliputi masa
mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember,

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (AlPBDes) adalah anggaran yang
berswmnber dari Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa.

5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiva yang mengancam dan
mengeangel kehidupan dan penghidupan masvarakat vang disebabkan, baik
oleh alam dan/atan non-alam maupun manusia sehingga mengakibatkan
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10,

11.

12,

13.

14.

6.

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta
benda, dan dampak psikologis.

Desa yvang discbut dalam Undang-Undang Womer 32 Tahun 2004 diartikan
schagal kesatuan masyarakat hukum vang memiliki batas-batas wilayah,
berwewenang  untuk  mengatur dan  mengurus  kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintaban Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan vang memiliki
kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapl potensi ancaman
bencans, serta memulibkan dirl dengan segera dar dampak- dampak bencana
vang merugikan.

Forum Pengurangan Risiko DBencana Desa/Kelurahan adalah wadah yang
menyatulkan unsur-unsur organisasi/kelompols pemangku kepentingan i
tingkat desa yang berkemanan unik mendukung upaya-upayd pengurangan
risiko bencana di wilayah desa. Forom ind menyediakan mekanisme koordinast
uniuk meningkatkan kerjasama  berbagai pemanghku kepentingan  dalam
keberlanjutan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana melalui proses
vang lkonsultatif dan partisipatif.

Kelompok Siaga Benecana/Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat
alaug Tiun Relawan Penanggulangan Bencana adalab kelompok di lingkat desa
vang menjadi pelopor atau penggerak kegiatan pengurangan risike bencana.

Kelurahan adalah sebuah unit administrasi pemerintah di bawah kecamatan
vang berada dalam sebuah kota, Kelurahan setara dengan desa, yang
merupakan  bagian dari kecamatan  yang berada di kabupaten, tetapl
keluwrahan hanya memiliki kewenangan yang terbatas dan tidak memilili
otonomi luas seperti vang dimiliki sebuah desa.

Kemampuan/ kapasilas adalah sumber daya, pengetahvan, ketrampilan, dan
kekuatan yvang dimiliki scscorang atau masvarakal yvang memungkinkan
mercka untulk mempertahankan dan mempersiaplean dirl, mencegah, dan
meinitigasi, menanggulangl dampak buruk, atau dengan cepat memulihkan
diri dan bencana,

Kerenlanan adalah kondisi atau karakieristik biologis, geogralis. hukum,
ckonomi, pelitik, budaya dan ckoologl sualu masyarakat di sualu wilayah
untule jangka walitu fertentu yang mengurangl kemampuan masyarakat
tersebut untulk mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan menanggapi
dampalc ancaman atau bahaya tertentu.

Kesiapsiagaan adalah  serangkaian kegiatan yang  dilakukan untuk
mengantisipasi bencana mielalul pengorganisasian serta melalui langlah vang
tepat guna dan berdaya guna.

Masyvaralat atau kemunitas adalah kelompok erang vang hidup dan saling
berinteraksi di daerah tertentu, vang dapat memiliki ikatan hukum dan
solidaritas vang kuat karena memiliki satu atau dua kesamasn tujuan,
lokalitas atau kebutuhan bersama; misalnya, tinggal di lingkungan yang
sHIMA-samya terpapar pada risiko bahaya yvang serupd, dtau sama-sania
telah  terkens bencana, yang pada akhimya mempunyal kekhawatiran dan
harapan yvang sama tentang risiko bencana.

- Mitigasi adalah serangkaian upava untuk mengurangi risiko bencana, baik

melalui  pembangunan  fisik maupun  penyadaran  dan  peningkatan
kemampuan menghadapl ancaman bencana,

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes] adalah
proses musyawsarah perencanaan pembangunan yang berlangsung secars
nasional dari bulan Januarl sampai dengan Mei setiap tahunnya di tingkat
desa.
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17, Pemberdayaan masyarakat adalabh suatu proses di mana masyarakat atau
mereka yang kurang beruntung dalam sumber dava pembangunan didorong
untuk mandiri dan mengembangkan kehidupan sendini.

18, Pemulihan  adalah  serangkalan  kegiatan untull mengembalilktan  kondisi
masyarakat  dan  lingkungan  hidup  wvang terkena  bencana  dengan
memfungsikan  kemball  kelembagaan, prasarang, dan satana  dengan
melakukan upaya rehabilitasi dan rekonstrulksi,

19. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan vang dilakukan sebagai
upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana,

20.

=

I'endapatan Asli Desa (PADes) terdicd atas a. Hasil usaha desa; b. Hasil
kekayaan desa; c. Hasil swadaya dan partisipasi; d. Hasil gotong royvong; dan
e Lain-lain pendapatan asli desa vang sah.

21 Pengurangan Hisiko Bencana (PRB] adalabh sebuah pendekatan sisternatis
untulk mengidentitfikasi, mengkajl dan mengurangi risiko- risiko bencana. I'RE
bertujuan untuk mengurang! kerentanan-kerentanan sosial-ekononii terhadap
bencana dan menangani bahava-bahaya lingkungan maupun bahaya-bahaya
lainnya yvang menimbulkan kerentanan.

22 Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyvarakat adalah proses pengelolaan
risike bencana yang melibatkan sccara aktf masvarakat yang berisiko dalam
menglaji, menganalisis, menangani, memantay dan mengevaluasi risikeo
bencana untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuannya,

23 Menilaian Risiko adalah kegiatan peonilaian aias kemungkinan kejadian dan
potensi dampal: yang dapat ditimbulkan suatu ancaman terhadap suatu
wilayah dan segala sesuatu yang berada Jdi wilayah tersebut.

24, Ieringatan dini adalabh scrangkaian kegiatan pemberian peringalan scsegora
mungkin kepada masyarakal lentang kemungkinan lerjadinys bencana pada
suatu tempat oleh lembagn yang berwenang.

25 Fawan hencana adalab kondisi atau karakitenstik geologis, biologis, hidrologis,
Eklimatologis dan geografis pada suatu wilavah untuk jangka waktu tertentu
vang dapat menimbulkan dampak buruk pada masyvarakat dan scgala scsualu
vang berada di wilayvah tersebut.

26 Rehabilitusi adalah perbaikan dan pemuliban semua aspek pelayanan publik
alad masvarakat sampal tngkal yvang memadai pada wilavah pasca bencana
dengan sasaran utama untuk nermalisasi atau berjalannya sccara wajar
semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayvah pasca
bencana.

b
-1

. Rekonstruksi adalah pembangunan kemball semua prasarana dan sarana,
kelembagaan pada wilavah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan
maupun masyaraliat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya
kegiatan perckonomian, sosial dan budayva, tegaknya hukum dan ketertiban,
dan  bangkitnya peran  sertd masyarakat dalam segala aspek kehidupan
bermasyarakat pada wilayah pasca bencana,

28. Rencana Alesl Komunitas merupakan rencana tindak vang disusun kemunitas
sebagal bagian dari upaya pengurangan risike bencana untuk meredam
ancaman, mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas. Rencana
tindak merupakan perincian dari rencana penanggulangan bencana.

29, Rencana Alsi Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRED) adalah
dokumen yang disusun sehagal bentuk lkomitmen dari Pemerintah lndonesia
terhadap Kerangka Aksi Hyogo.

30. Rencana Kerja Pemierintah (RKP) adalah penjabaran tahunan darl rencana
pembangunan jangka menengah. EKPD adalah dolkumen perencansan daerah
provinsl, kabupaten dan kota untuk periode 1 {zatu] tahun.
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I,

3

.Rencana Kontinjensi Desa metupakan dokumen perencanzan tingkat desa
yang didasarkan pada keadaan darurat yvang diperkirakan alkan segera terjadi
atau dapat terjadi, Rencana kontijensi mungkin tidak diaktifkan jika keadaan
vang diperkirakan tidak terjadi. Rencana ini disusun untuk mengurangi
korban dan kerugian apahila keadaan darurat vang dimaksudkan terjadi.

32, Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) adalah dokumen
perencandan lima tahunan di tingkat nasional yang memuat program-program
dan kegiatan peoanggulangan bencana yang dircncanakan oleh pemerintah
untuls mengurangi risilo bencana di scluruh Indonesia.

33. Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Desa adalah rencana
pembangunan  berjangka wakin lima labunan uniuk tingkal desa, yang
discsuaikan dengan masa jabatan kepala desa.

34, Rencana Penanggulangan DBencana Desa (RFG Desa) merupakan sehbuah
dokumen resmi yang memuat data dan inforiasi temang risiko bencana yang
ada pada suaty desa dalam walou terenin dan rencana pemeriniah desa serta
para pemangku  kepentingan  terkail  setempat untuk mengurangi risiko
bencana wersebut melalui program-program dan kegiatan peombangunan lsik
maupun non-fisik. RPB desa mengandung juga strategi, kebijakan dan
langkah-langkah telknis-administratif vang dibutubkan untuk mewujudkan
kesiapsiagaan terhadap bencana, kapasitas tanggap vang memadal, dan
upava-upaya mitigasi yang efektif

33. Risiko bencana adalah potensi kerugian vang ditimbullan oleh bencana pada
suatu wilayah dan lkurun waktu tertentu, vang dapat berupa kematian, luka,
sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau
kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat,

36. Tanggap darurat bencana adalah serangkalan kegiatan yang dilakukan
dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk
yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pencarian dan  penyelamatan,
evakuaysl korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan,
PengUTUSAn perngungsi, serta pemulifhan awal sarana dan prasarana.

Ruang Lingkup dan Sisternatika

Pedoman i berlaku untuk  pengembangan  desa/kelurahan tangeuh di
kabupaten/kota vang rawan bencana. Pedoman jugs dapatl digunakan scbagai
acuan dalam memasukkan unsur-unsur pengurangan risiko bencana ke dalam
program-program lain di tingkat desa/kelurahan, yang dilakukan oleh pemerintah
maupun mitra-mitra non-pemerintah,

Sistemaltika Pedoman ind mcliputi:

- BAR1  PENDAHULUAN

- BAB I KEBLJAKAN DAN STRATEGI

- BAR Il : DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA

- BAB IV  KEGIATAN DALAM RANGKA MENGEMBANGKAN DESA/KELURAHAN
TANGGUH BENCANA

- BABV  FPENUTUP
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BARB I
KEBLJAKAN DAN STRATEGI

A, Kebijakan Pengembangan Desa/Kelurahan Tanggub Dencana

DesafKelurahan  Tangguh  Beocana  adalah desafkelurahan yvang  memiliki
kemampuan mandiri uniuk beradaptasi dan menghadapl ancaman bencana,
serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikarn, jika
terkena bencana, Dengan demikian sebuah Desa/Kelurahan Tangguh DBencana
adalah sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali
ancaman di wilavahnya dan mampu mengorganisic sumber daya masyarakat
untuk mengurangl kerenltanan dan sckaligus meninglkatkan kapasitas demi
mengurangi risiko bencana. Kemampuan ind diwujudkan dalam perencanaan
pembangunan  yang mengandung upaya-upaya  pencegahan, kesiapsiagasan,
pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca
keadaan darurat,

Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu upaya
pongurangan risike bencana berbasis masyarakat. Pengurangan risiko bencana
berbasis masyarakal adalah segala bentuk upaya unluk mengurang ancamarn
bencana dan kerentanan masvarakat, dan  meningkatkan  kapasitas
kesiapsiagaan, yvang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebuagai
pelaku utama, Dalam Desa/Kelurahan Tangguh Dencana, masyaralkat terlibat
akiil dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan
mengurang risiko-risiko bencana vang ada di wilayah mercka, terolama dengan
memanfaatkan sumber daya lokal denud mengamin keberkelanjutan.,

Pasal 4 Undang-undang No. 2472007 tentang Penanggzulangan DQencana
menyatakan bahwa  Penanggulangan bencanga hertujuan untule memberikan
perlindungan kepada masyarakat dar ancaman bencana, Lebih lanjut Peraturan
Kepala BNPB nomor 3 tahun 2008 tcnuang Pedoman Pombentukan Badan
'enanggulangan Beneana Dacrah [BAB U], menclapkan bahwa pemerintah dacrah
berlanggung jawab untuk, antara lain, melindungl masyarakal dari ancaman dan
dampak bencana, melalui

1} Pemberian informasi dan pengetahuan lemang ancantan dan risiko bencana
di wilavahnya;

2y Pendidikan, pelatiban dan peningkatan keterampilan dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana;

3] Perlindungan sosial dan peomberian rasa aman, khususnyva bagi kelompok
rentan bencana;

4 Pencepgahan, mitigas], kesiapsiagaan, penanganan darurat, echabililasi dan
rekonstruksi,

Desa/Kelurahan Tangguh Dencana merupakan salah satu perwujudan  dari
langgung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masvarakat
dari ancaman bencana., Program ind jupa scjalan dengan sirategi- stralegl vang
menjadi prioritas dalam Hencana Nasional Penanggulangan Bencana [Bonas 1'H)
2010-2014  antara  lain:  penanggulangan bencana  berbasis  nlasvarakaf;
peningkatan peran LSM dan arganisasi mitra pemerintah; dan pemaduan program
pengurangan  Tmisike ke dalam  rencana  pembangunan,  Selain mengandung
keempal aspek yang digariskan di dalam Perka Nomor 3 tahun 2008 di oalas,
Desaf Kelurahan Tangpuh Beneana jugs mengandung aspek pemaduoan prakarsa
pengurangan risiko masyvarakat ke dalam proses poembangunan dacrah.,
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Tujuan khusus pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh bencana ini adalah:

1} Melindungi masyaralal yvang linggal di kawasan rawan bahaya darl dampak-
dampal merugikan bencana;

2 Meningkatlan peran serta masyarakat, khususnva kelompok rentan, dalam
pengclolaan sumber dava dalam rangks mengurangi risike bencana;

3] Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber
dava dan pemeliharaan kearitan lokal bagi pengurangan risiko bencana;

4] Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber
dava dan teknis bagi pengurangan risike bencana;

5) Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan  dalam PRB,
pihak pemerintabh dacrah, seltor swasta, perguruan tinggl, LSM, organisasi
masyarakat dan kelompok-kelempol lainnya vang peduli.

Sesual Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Beocana,
Pemerintah dan pomerindah dacrah menjadi penanggung jawalb penyelenggacan
penangeulangan bencana. Pengembangan Desa/Keluraban Tangguh Bencana
pada hakilkatnyva merupakan Bagian dari pelaksanaan tanggung jawal nl vang
pengaturannyy diserahkan kepada desa/keluraban, dan menjadi tanggung jawab
Pemerintah Desa atau Kelurahan, Pemerintah dan pemerintab daerah akan
memfasilitasi program ini dengan menyediakan sumber daya dan bantuan teknis
vang ditniubkan oleh desa/kelurahan. Pengombangan Desa/Kelurahan Tangguh
Beocana  harus lcrcakup dalam rencana pembangunan desa, balk  dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pomerintah
Desa.

Mekanisme perencanaan dan penganggaran program Desd Tangguh Bencana
dibahas melalui forum Musyawarah Perencanaan Pombangunan Desa
[Musrenbangdes). Scdanghkan kegiatan-kegialan dalam rangks pengembangan
Kelurahan Tangguh Bencana diusulkan melalul Musyawarah TPerencanasn
Pembangunan Kota. Pada tingkat pelaksanaan di desa, pengembangan Desa
Tangguh Bencana harus dilandasi dengan minimal Peraturan Kepala Desa yang
tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
Pada tingkat pelaksanaan di kelurahan, pengembangan Kelurahan Tangguh
Bencana mengacu pada kebijakan atau peraturan yang ditetapkan olch Walikota.

Secara garis besar Desa/Kelurahan Tangguh Bencana alkan memililkd komponen-
komponen sehagal berikut:

L. Legislasi: penyusunan Peraluran Desa vang mengatur pengurangan risiko
dan penanggulangan bencana di tngkail desa

2. PETENCANAAN. PENYUSUNAN Tencana Penanggulangan Hencana Desd, Rencans
Konlinjensi  bhila  menghadapi ancaman erlentu; dan Rencana Aksi
Pengurangan Risiko Bencana Komunitas (pengurangan risiko bencana menjadi
bagian terpadu dari pembangunan]

3. Kelembagaan: pembentukan forum Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan
yang berasal dar unsur pemerintah dan masyarakat, kelompok/tim relawan
penanggulangan bencana di dusun, RBW dan KT, serta pengermnbangan
kerjasama antar selitor dan pemanghku kepentingan dalam mendorong upaya
pengurangan risiko bencana

4. Pendanaan: rencana  mobilisasi  dana  dan sumber daya  {dari APBD
Kabupalen/ Koia, APBDes/ADD, dana mandirl masvarakal dan sckior
swasta atau pihak-pihak lain bila dibutuhkan)

5. Pengembangan kapasitas: pelatihan, pendidikan, dan penvebaran informasi
kepada  masyarakat, khususnya  kelompok  elawan dan para pelaku
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penanggulangan  bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif
sebagal pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana

6. Penvelenggaraan Penanggulangan Bencana: kegiatan-kegiatan mitigasi fisik
struktural dan non-fisik; sistemn  peringatan  dini;  keslapsiagasn  untuk
tangggap darurat, dan segala upaya pengurangan risike melalui intervensi
pembangunan dan program pemulihan, baik yang bersifat struktural-fisik
maupun nom-siculdoral.

B, Strategi

Sirategi-stralegl vang dapal diterapkan untuk mewujudkan Desa/Kelurahan
Tangguh Hencana anlara lain melipudd:

1. Pelibatan seluruh lapisan masyarakal, lerutama mereka yvang paling rentan
secara fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan kevakinan, termasuk perhatian
khusus pada upaya pengarusulamaan gender ke dalam prograrm.

2. Tekanan khusus pada penggunaan dan pemanfastan sumber dava mandirl
setempat dengan fasilitasi eksternal yang seminimum mungkin.

3. Membangun sinergl program dengan scluruh pelaku (kementerian, lembaga
negara, organisasi sosial, lembaga usaha, dan perguruan tinggll untuk
memberdayakan masyarakat desa/kelurahan.

4. Dukungan dalaim benduk komilmen kebijakan, sumber dava dan banivan
teknis darl pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa
sesual kebutuban dan bila dikehendaki masvaralkat.

5. Deningkatan pengetahuan dan kesadacan masyarakat akan potensi ancaman
di desa/keluraban mercka dan akan kerenlanan warga.

6. Pengurangan kerentanan masyvarakat desa/kelurahan untuk  mengurangi
risiko bencana.

7. Peningliatan kapasitas masvaralzat untuk mengurangi dan beradaptasi dengan
rizsiko bencana.

&, Tenerapan kescluruhan rangkaian manajemen risike mulai dari wentifikasi
risike, penglajian risike, penilaian risiko, pencegahan, mitigasi, pengurangan
risika, dan transfer risiko.

9. P'cmaduan upaya-upaya pengurangan risike bencana ke dalam pembangunan
demi keberlanjutan.

10,

Pengarusutamaan  pengurangan  rsiko  bencana ke dalam  perencanasn
program dan kegiglan lembaga/insiiilosi sosial desa/kelurahan, sehingga PRB
menjiwal seluruh kegiatan di tingkal masyarakal.
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BAB IIT
DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA

A, Prinsip-prinsip

Upaya PRB yvang menompalkan warga masvarakal vang tinggal di kawasan rawan
bencana schagai pelaku ulama, schagal subjck vang berparilisipasi dan bulan
ohjek, akan lebih berkelanjutan dan berdaya guna. Masyvarakat yang sudah
mencapai tingkat ketangguban terhadap bencana alean mampu mempertahankan
struktur dan fungsi mereka sampai tingkat tertentu bila terkena bencana.
Irogram DesafKelurahan Tangguh Bencana dikembangkan berdasarkan prinsip-
prinsip berikut:

a)

1)

<l

d)

<

Cencana adalah urusan bersama. Bencana dapat menimpa siapa saja, tidak
pedull usia, jenis kelamin, tingkat kesejahteraan, dan latar belakang sosial
dan politik. Oleh karena {lu bencana merupakan Urusan seous orang. Silapa
pun turut bertanggung jawab dan wajib berselider dengan korban dan
prnyilas bencana.

Berbasis Pengurangan Risiko Bencana. Pengembangan  Desa/Kelurahan
Tangguh Bencana harus berdasarkan analisis risiko dan upaya sisternatis
uniluk mengurangl risiko inid serta meningkatkan kapasitas masvarakat dalam
menghadapl ancaman bencana. Kebijakan pengurangan risiko bencana
biasanva juga menjaga agar keglatan pembangunan tidak meningkatlkan
kerentanan masyaralkat.

Pemenuhan Halk Masyvarakat. Penyelenggaraan Program Pengembangan Desa/
Kelurahan  Tangguh  merupakan  pemenuhan hak  masvarakat  dalam
penanggulangan bencana. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomaor
24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Dencana, masyarakat memiliki hak-
halk  yang harus dijamin oleh negara, baik hak atas perlindungan,
peningkatan kemampuan, hak informasi, hak berperan serta, hak pengawasan
dan hak mendapatkan bantuan apabila terkena bencana.

Masvarakat  Menjadi  Pelaku  Utama,  Dalam  proses  mewujudkan
Desa/Kelurahan Tangguh Bencang, masvarakat harus menjadi pelaku utama,
meskipun  dukungan teknis dar pihak luar juga sangat dibutuhkan,
Keberhasilan plhak luar dalam memfasilitasi masyarakat unluk mewuojodkan
Desa/Relurahan Tangguh Bencana adalab keberhasilan masyarakal juga dan
diharapkan masyarakat alian memiliki scluruh proses pengemlbangan progradn
ini sendiri.

Dilakukan Sccara Partisipatoris. Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
mendorong pengakuan atas hak dan ruang bapl scliiap wargs untuk
menyanipaikan suaranyva dalam proses prograun. Wargs masyarakat juga akan
diberl kesempatan untuk mengakses atau mempengaruhi  pembuatan
kehijukan dan strategi program, termasuk akses terhadap layanan-layanan
vang disediakan melalui program. Selain {tu, setiap warga juga berhak dan
berkesempatan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya program.
Singlatnya, program akan membuka dirl dan dan menghormati prakarsa-
prakarsa yang datang dari warga.

Mobilisasi Sumber Daya Lokal. Prakarsa pengurangan risike bencana juga
merupakan upava pengerahan sepenap aset, baik modal material maupun
modal sosial, lermasuk keorifan lokal masyarakat sebapgal modal utama.
Kemampuan untulk niemobilisasi sumber daya menjadi salah satu ukuran
untulk melihat ketangguhan desa. Mobilisasi sumber daya mengandung
prinsip  pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan  sekaligus
meningkatkan dayva dukung lingkungan terhadap berbagai risike bencans
dengan mengacy pacda kebuahan masyarakal dan hak- haknya. Masyarakat
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dapat membangun kerjasama vang saling menguntungkan dengan lembaga
swadaya masyarakat, lembaga usaha, maupun lembaga-lembaga lainnya darl
luar komunitas untuk bersama- sama mengurangi ristko bencana.

g Inklusif. DIrogram pengeombangan  DesafKelurahan Tangguh  Bencana
menggunalkan  prinsip  pelibatan  semua pibak, dengan  mengakomodasi
sumber-sumber daya dar berbagal lelompok di dalam maupun i lgar
desa sebuagal bagian dari jaringan sosial komunitas desa yang berdasarkan
solidarilas dan kerclawanan.

h) Berlandaskan Kemanusiaan, Program  pengembangan Desa/Kelurahan
Tangguh Dencana merupakan bagian dard upaya untuk mengakui dan
menjunjung tinggl hak asasi manusia dan berusabhas memenuhi scmua hak
dasar dengan wlap meyvakind babwa perbedaan dan keragaman adalah sua
kekuatan, Program akan mendukung peningkatan kemampuan masyarakat
dengan mengembangkan sumber daya vang dimiliki masvaralkat sendirl.

i) Keadilan dan Kesetarasn Gender. Keadilan gender mmerupakan proses yvang
adil bagl perempuan dan lakd-laki sccara sosial-budayva. Keadilan gender
menganlar kepada kesetaraan gender, Kesctaraan gender berarti perempuan
dan laki-laki menilinati status yang sama dan memiliki kondisl yang sama
untulk menggunakan hak-hak dan kemampuannya secara penuh dalam
memberikan kontribusinya kepada pembangunan paolitik, ekonomi, sosial dan
hudaya.

j]  Keberpihalzan Pada Kelompok Rentan. Program Pengembangan
Desa/Kelurahan Tangguh mengutamakan kelompok-kelompolk yang dianggap
rentan i dalam masyarakat, Yang termasuk dalam kategori ini antara lain
anak-anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan hamil, dan orang
sakit. Selain kategori berdasarkan  aspelk biologis  lersebut, dapat pula
dimasukkan di sini kategorl berdasarkan aspel: ckonemi dan sosisl. Dalam
pengertian ini, warga miskin dan warga vang secara sosial tidak diuntung
dalam pembangunan adalah kelompel vang termasuk paling rentan terhadap
bahaya.

k) Transparansi dan Alkuntabilitas. Transparansi dan alkuntabilitas terutama
berkaitan dengan pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber dayva.
Masvarakat berhak mengetahui proses terjadinva pengambilan keputusan
dalam  proses pelaksanaan  kegiatan pengurangan risiko bencana, serta
mengetahui pengelolaan dan pemanfaatan sumber dava dalam  kerangka
program, Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya tersebut haruslah dapat
dipertangeungiawablan kepada masyvaralial.

1) Kemitraan, Program akan mengutamalkan kemitraan gtau kerjasama antara
individu, kelompok atau organisasi-organisasi untuk melaksanakan kegiatan
dan mencapal tujuan bersama. Prinsip-prinsip kemitraan yang digunakan
meliputi  persamaan  (eguality),  kelerbukaan  (transparency), dan saling
menguniungkan (mwdual benefif). Prinsip i meonjadi sangal penling, karena
risike bencana dapat menimpa scluruh sendi kemanusiaan, schingga siapa
pun harus terlibat, Kemitraan dibangun di dalam masyvarakat, maupun antara
masyarakat dengan pihak lain, Dalam beberapa kasus bencana, sering kall
pertolongan  pertama datang  darl masyarakat yvang tinggal di kawasan-
kawasan etangga lerdekal.

m

Multi  Ancaman. Kegiatan pengurangan risika hencana Liarus
mempertimbangkan potensi risiko dari seluruh  ancaman  yang  dihadapi
warga masvarakat dan desa/kelurahan. Permetaan risiko vang dilakukan
bisa jadi aksn mendapad adaoya beberapa ancaman  schkaligus di osatu
wilayah. Oleh karcna ilu, perencanaan aksi dan perencanaan pembangunan
juga harmus mempertimbangkan  penanggulangan dacd beberapa  ancaman
tersebut,



2014, No.1095 14

nj Otonomi dan Desentralisasi Pemerintghan, Dalam konteks  desentralisasi
pembangunan, desa ditempatkan  sebagal entitas vang  otonom/mandiri,
Prinsip  otonomi  adalah  masyarakat memiliki bak  dan  kewenangan
mengalur diri secara mandinl dan bertanggung jawab, tanpa intervensi dari
luar, dalam pengelolaan  pembangunan. Dengan  demikian, perencanaan
pembangunan darl bawah ke atas (bottom-up) juga harus ditranstormasikan
menjadl perencanaan desa oleh masvarakat sendirl, sesual dengan batas-
batas kewenangan yang dimiliki desa. Dalam kerangka pengurangan risiko
bencanu, ada hal-hal tertentu yang cukup ditangani oleh desa dan ada hal-hal
yang memang harus ditangani oleh tingkat pemerintahan di atasnya.

o) Pemaduan ke Dalam Pembangunan Derkelanjutan. Pengurangan risiko
bencana berbasis masyarakat diarghkan agar menjadi bagian terpadu dari
rencans  dan  kegiatan  pembangunan  rtutin,  serta menjadi bagian dan
kebijakan-kebijakan sclooral. Begllu pula schaliknya,  sctiap proses
pengelolaan pembanguoan harus memasuklan unsur-unsur peogurangan
risike bencana {analisis ancaman, kerentanan dan risike scrta rencana-
rencana mitigasi]. Pada pralotiknya, pengurangan risike bencana seharusnya
mendapatkan  tempat  yang memadai dalam musyawarah perencanasn
pembangunan di segala tingkatan, mulai dari dess sampal negara, Analisis
risiko bencana harus menjadi salab  satu  dasar dalam perencangan
pembangunan vang beckelanjutan, Pembangunan harus dapat memenuohi
lehutuhan masyarakal di masa sclarang tanpa mengurangi hale generasi
mendatang dalam memenuhi kebutuhan mercka.

pl Diselenggarakan Secara Lintas Sektor. Keberhasilan kerfa koordinasi lintas
sokor akan menjamin adanya pengarusulamaan pengurangan risike bencana
dalam program scktoral schingga mengelekiifkan  kerja-kerja pengurangan
risiko  bencana doalam mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh DBencana.
Sinergl kerja lintas sektor ini juga akan dapat menghindari tumpang-tindih
program/kegiatan yang dapat berakibat pada inefisiensi pendanaan,

L. Kkriteria Umum

Program Desa/Kelurahan Tangguh DBencana akan mengacu juga pada kerangka
masyarakal tangguh internasional yang dikembangkan berdasarkan Kerangka
Aksl Uyogo, vakni wengandung aspek tata kelola; penglkajian risiko; peningkatan
pengelahuan dan pendidikan kebencanaan; manajemen risiko dan peongurangan
kerentanan; dan aspek kesiapsiagaan serta tanggap bencana. Karena alian tidak
mudah bagl desa/kelurahan untuk langsung mencapai kondisi ideal yang
mengandung semua aspek tersebut, Desa/Kelurahan Tangguh DBencana dibagl
menjadi tiga kritetia utama, yaitu Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama,
Madya dan Pratama. Krileria ind ditelapkan berdasarkan tingkatl pencapaian atas
beberapa indikalor vang tercantum dalam kuesioner pada Lawmpiran 1 di bagian
akhir pedoman ind.

Kuesioner pada Lampiran 1 berisi pertanyaan-pertanyaan terkait aspek dan
indikator desa/kelurahan tangguh bencana. Kuesioner ini terdirl darl &0 butir
pertanyaan yang dikelompokkan berdasarkan aspek-aspek ketangguhan dan isu-
isu terkai kebencanaan lainnya. Kdaesioner dapal digunakan unink mengubkur
tingkal ketangguban schuah desa atau kelurahan dalam menghadapi bencana,
atau kategori pencapaian suatu desa dalam tiga kriteria utama desa tangguh,
vakni Dess/Kelurahan Tangguh DBencana Utama, WMadyva dan  Pratama.
Pertanyaan dibagi dalam tiga pertanyaan utama sebagal berikut:

L. Dertanvaan pertamar mengidentifilkasi apakah telah ada upava atau prakarsa-
prakarsa awal untulr mencapai indikater pada nomar vang bersanghutan.
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2, Pertanyaan lkeduda: mengidentifikas] apakah indikator nomor bersangkutan
telah tercapai, tetapi belum menunjukkan kinerja yang memuaskan,

3. TDertanvaan ketiga: mengidentifikasi apakah pencapaian indilkator pada nomaor
terschut telah diilkuti dengan kinerja yang mwemuaskan dan jelas- jelas
membawy perubahan yang berarti dalam pengurangan risiko bencana,

Pertanyaan disusun dengan jawaban Ya' alau Tidak' dan scliap jawaban Ya
akan diberi skor 1, sementara jawaban ‘Tidak’ akan diberi skor 0. Berdasarkan
penilaian ini desa atau kelurshan dapat dikelompoklan menjadi;

- DesafKelurahan Tangguh Beneana Utama (skor 31-60]
- Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Madya (skor 36-50]

- Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pratama [skor 20-33)

Sclain schagai alat untuk nmengukur npkat ketangpuhan sccara scderhana,
kuesioner  juga dapat  dipunakan  sebagai dasar atau acuan dalam
penpembangan desaflelurahian tanggsubh bencana. Hasil penilaian  kuesioner
menvajikan aspek-aspek vang masih kurang dan harus ditingkatkan, schingga
pengembang desaflkelurahan tangguh dapat mengarahkan upayanya secara lebih
terfokus dan terpadu. Penilaian  tinglat  ketangguhan melalui kuesioner ini
merupakan penilaian yang sifatnya sederhana dan sedikit subjektif, Agar menjadi
lebib objektil, penilaian dapatl dilengkapi dengan 1cknik dan instrumen penilaian
lain vang lehih kuat dan lebih lerinei. Hasil penilaian akan mmenghasilkan Uga
kategori DesafKelurahan Tangguh dengan kriteria schagal Berikut ind:

1. Desa/Kelurahan Tangguh Dencana Utama

Tingkal ini adalah tingkal ieringgl yang dapat dicapai oleh  schuah
desafkelurahan yang berpartisipasi dalam program ind. Tingkat ini dicirikan
dengarn:

A, Adanya kebijakan PRDB yang telah dilegalkan dalam bentuk Perdes atau
perangkat hukum setingkal di kelurahan.

b. Adanys dokumen persncanaan PR vang telah dipadukan ke dalam
RPJMDes dan dirinci ke dalam RKPDes.

c. Adanya forum IPRE vang beranggotakan wakil-wakil masyarakat, termasuk
kelompol: perempuan dan kelompok rentan, dan wakil pemerintah desa/
kelurahan, vang berfungsi dengan altif.

d. Adanya tim relawan IPB Desa/Kelurahao vang sccara cutin lerlibal akil
dalam kegiatan peninglkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidilian
kebencanaan bagi para anggoetanva dan masyvarakat pada umumnya.

o, Adanya upaya-upaya sistenials uniuk mengadabkan pengkajian risiko,
manajemen  risiko dan peogurangan kerendanan, ermasuk kegiatan-
kegiatan ckonomi produliil alternatil unluk mengurang! kerentanan.

f. Adanya upava-upava  sistemnatis untuk  meningkatkan  kapasitas
kesiapsiogaan serla tanggap bencana.

2. Desa/Kelurahan Tangguli Bencana Madya

Tingkat ini adalah Ungkat menengah yang dicirikan dengan:

a. Adanya kebijakan PRE vang tengah dikembangkan di tingkat desa atau
kelurahan,
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C.

b, Adanya dokumen perencanasn PB yang telah tersusun tetapi belum
terpadu ke dalam instrumen perencanaan desd.

c. Adanya ferum PRE vang beranggotakan wabkil-wakil dari masyarakat,
termasuk kelompok percmpuan dan kelompol rentan, tetapl belum
berfungsi penuh dan aktif,

d. Adanya tim relawan "B Desa/Kelurahan vang terlibal dalam kegiatan
preoingkaltan kapasilas, pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagl
para anggotanya dan masyarakat pada umumnya, tetapi belum rutin
dan tidak terlalu alktit,

o, Adanya upava-upaya untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen
risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan- keglatan ekonomi
produlstl alternatit untulkk mengurang kerentanan, tetapl belum terlalu
teruji.

f  Adanya upaya-upava untuk meninglatlian kapasitas kesiapsiagaan scrta
tanggap bencana yang belum teruji dan sistematis.

3. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pratama

Tingkat ini adalah tingkat awal vang dicirikan dengan:

A, Adanya upaya-upaya awal untuk menyusun kebijakan PRB di tingkat desa
atau kelurahan.

h. Adanva upayva-upaya awal untuk menyusun dokumen perencanaan PR

o, Adanya  upaya-upava  awal untuk nwembentuk forom PEB yang
beranggotalan wakil-wakil darl masvarakat.

d. Adanyva  upaya-upaya  awal  untuk  membentuk  tim relawan PB
Desa/ Kelurahan.

e, Adanya upaya-upaya  awal  untuk mengadakan  pengkajian  risiko,
manajemen risiko dan pengurangan kerentanan,

[ Adanya upayva-upaya awal untull meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan
scrta tanggap bencana.

'eran DPemerintah di Tingkat  Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan
Desaf Kelurahan

DBPBD di tingkat provinsi dapat mendeorong BPBD di tingkat kabupaten,/kota
untuk mengembangkan program Desa/Kelurahan Tangguh Bencans, Pada tahap-
tahap awal BPBD kabupaten/kota perlu berperan akuf dalam mendorong dan
memfasilitasi  desa-desa/kelurahan untuk merencanakan dan melaksanakan
program ini. Sclain banuan  ckois, BIPBL Kabupaten/kota diharapkan tourut
memberikan dultungan sumber dava untuk pengembangan program di tingkat
desa/kelurahan dan masvarakat.

Pemerintah di tingkat kecamatan diharaplkan membantu BPBD kabupaten/ kota
dalam memantau dan memberi bantuan leknis bagi pelaksana program di tingkat
desa atau kelurahan, i dngkal masyvarakat, para pemimpin masyarakat, okoh
adal dan lokeh apama akan bekerja sama dengan aparat pemeriniah dalam
mebilisasl warga untulk mengadepsi pendeliatan program inl. Peran pemerintah di
tinglat provinsi, kabupaten/lkota, kecamatan dan desa/ kelurahan alian diatur
dengan lebih terinei dalam pedoman vang akan diterbitkan.,
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0. Peran Pemangku Kepentingan Non-pemerintah dan Masyarakat

Penangeulangan bencana dan penpurangan rismbko beocana merupakan tanggung
jawab scmua pihak, karena bencana dapat mengenal siapa saja tanpa pandang
bulu. Clech karena itu, kerjasama antar pemerintah dan pihak- plhalk non
pemerintah merupakan suatu hal penting dalam  upsaya pengurangan  risiko
bencana, Pemerintah membulka peluang sebesar-besarnya bagi perguruan tinggi,
LEM, organisasi masyarakat, sektor swasta, dan pihak- pihak lainnya untuk
berpardsipasi  akilf dalam  penpurangan risike bencana, tenuasulk dalam
penpembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dan prakarsa-pralkarsa scrupa
lainnya.

lnlervensi pemeriniabh dan pihak-pihak non-pomerintah dalam program Desa/
Kelurahan Tangguh Bencana haruslah bhersifal sesedildt mungkin dan lebih
sebagal semacain stimulan., Oleh karena itu, di vjung programm, yvaitu di tingkat
masyarakat, masyarakat sendirilah vang harus berperan aktf sehagal inisiator,
perencana dan pelaksananya. Program ini harus bersifat “dari”, "oleh” dan
"untuk” masyaralcat. Keterlibatan masyarakat dapat diatur melalui kelompal-
kelompok  siaga  bencana/PRT atau  tim  relawan PR berbasis  komunitas
desa/kelurahan, Kelompok dapat dibentuk secars khusus atau memanfaatkan
dan mengembangkan kelompok  yang sudah ada di desafkelurahan, baik
Lkelompok  berbasis  terilorial - maupun sclkioral/kategorial. Tion ind bukan
merupakan bagian dar struktur pemerintah desa, tetapl pemerintah desa terlibat
di dalamnya bersama dengan unsur-unsur masyaralat sipil,

Kelompok siaga bencana/iim relawan ’B berbasis komunitas desa/ kelurahan
perlu menjamin adanya partisipasi dan keterwakilan kepentingan kelompok
rentan dan mereka vang kurang beruntung dalam pembangunan [kelompok
terpinggirkan) dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kepengurusan juga
perlu dijamin adanys keterwakilan semua unsur masyarakat dan keikutsertaan
kelompok marjinal. Kelompok ini haruslah hekerja dengan komwpalk, efelail, dapa.
dipercava, berwenang dan kreatl. Juga penting uniuk memasiikan hubungan
kelembagasn vang bailk dengan pemeriniahan desa dan pemangkyu kepeniingan
lain. Dalam jangka panjang kelompol dapat ditingkatkan menjadi Forum PRB
Desa/Kelurahan., Forum PEB  Desa/Kelurahan perlu membangun  jejaring
dengan forum-torum sejenis di tingkat kecamatan maupun kabupaten/kota
untuk membangun solidaritas vang luas.
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BAB IV

KEGIATAN DALAM MENGEMBANGEAN DESA/
KELURAHAN TANGGUH BENCANA

A, Pengkajian Risiko DesalKelurahan

Dalam mengembangkan  desa/kelurahan tangeuh bencana, para pemangku
kepentingan pertauma-tama harus  mengadakan pengkajian  atas  risiko-risiko
bencana yang ada di desa/kelurahan sasaran. Pengkajian risiko terdivi dari
tign komponen, yaitu penilainn atau penglajian ancaman, kergntanan dan
kapasitas/kemampuan, Ada beberapa peranglkat yang dapat digunakan untuk
melalukan pengkajian ristko, seperti misalkan 1IVCA (T lazard, Viinerability and
Capreity  Assessment), yang dikembangkan oleh Palang Merah  Tndonesia.
Peranglaat-peranglal pengkajpan csko yvang  dapal digunakan  dalam
pengembangan desafkelurahan tangeuh bencana akan dirined lebih lanjut dalam
panduan pelaksansan vang lebih teknis.

Menilal Ancaman

Pendlaian ancaman merupakan upaya unduk menilal atau mengkaji bentule-
bentulk dan  karakteristilk teknis dar ancaman-ancaman yvang terdapat di
desa/ kelurahan, Kegiatan ini akan menghasilkan informasi yang  berkaitan
dengan jenis-jenis ancaman yang ada, lokasi spesifik ancaman-ancaman tersebut,
intensitas, frekuensi, durasi, probabilitas kejadian ancaman, dan gejala-gejala
khusus atau peringatan yvang ada schelum ancaman datang.

Merilal Kerenlanan

Penilaian kerentanan adalah kegiatan vang dilaksanakan uniok menilai atau
mengkaiji kondisi-kondisi yvang dapatl mengurangi kemampuan masyvarakat uniuk
mencegah, mengurangl dampak, dan meompersiapkan difi untouk menghadapi
ancaman bencana. Kegiatan ini akan menghasilkan infermasi tentang kondisi-
kondisi yang kurang menguntungkan dalam hal fisik, sosial, ekonomi, budaya
dan lingkungan dari warga masvarakat yang terpapar ancaman di
desa/kelurahan  sasaran,  yang  hila  berternu dengan  ancaman  dapat
menimbulkan korban jiwa, kerusakan properii dan kerugian-kerugian lainoya.
Ienilaian kerenuanan diharapkan juga dapat nmwemberi pemahaman akan interaksi
berbagai tekanan dan faktor-faliter dinamis yvang dialami eleh masvaralkat dengan
clemen-elemen berisiko vang ada di masyarakat, yang bila bertenmu ancaman
dapat menjadi bencana.

Menilal Kapasitas

Kapasilas alau kemampuan merupakan kombinasi dari semua kekuatan dan
sumber dayva yvang ada dalam masyarakat, kelompok, alau organisasi vang dapat
mengurangl tingkat risike atau  dampale Dbencana.  Penilaian  kapasitas
mengidentifikasi kekuatan dan sumber daya vang ada pads setiap individu,
rumah tangga, dan masyarakat untuk mengatasi, bertahan, mencegah,
menyiapkan, iengurangi risiko, atau segera pulih dari bencana. Keglatan ini
akan mengidentifikasi staius kemannpuan komunitas di desa/keluorahan pada
seliap schior [sosial, ckonomi, kcuangan, fisik dan lingkungan) vang dapat
dioptimalkan dan dunobilisasikan untuk mengurangl kerentanan dan risike
bencana.
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Menganalisis Risiko Bencana

Analisis risike beocana merupakan proses konsolidasi temuan-temuan dard
penglajian ancaman, kerentanan, dan kemampuan, serta menarik kesimpulan
tentang tingkat risilko bencana di desa/kelurahan sasaran. Hasil analisis ini
berupa  penentuan  peringkat  risiko  berdasarkan  penilaian  atas  komponen
ancaman, kerentandan dan kapasitas dalam kaitan dengan setiap ancaman yang
ada. Bila ancaman yang dibadapl banyak, penilai dapat memprioritaskan
beberapa ancaman lerientu berdasackan probabilitas dan dampak yang tinggi
saja.  Analisis  inl  merupakan  dasar  untuk  mengembangkan  program
desa) kelurahan tangguh bencana. Koemponen penyvusun berdasarkan hasil kajian
dapat dijadikan dasar penyusunan rencana peredaman ancaman, pengudtan
kemampuan  dan  pengurangan  Kerentanan  dalam  rangka mengembangkan
desa/ kelurahan yang tangguh,

Perencanaan B dan Perencanaan Kontinjensi Desa/Kelurahan

Rencans Penanggulangan Bencana Desa,/Kelurahan

Rencana Penanggulangan Beneana Desa/Kelurahao (BB Des/Kel) merapakan
rencana sirategis untuk mobilisasi sumber daya berbagal ponangky kepentingan,
prmcriniah mavpun non-pemeriniab, dalam lingkup desa/kelurahan, Konsop
RPE Des/ kel inl mengadopsi konsep RPB menurut Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencand, Dalam pasal
6 avat (4 DBNPB, DBPRND Provinsi, dan DBPOD Kabupaten/Kota di setiap
tingkatnya wajib wenyusun rencana penangegulangan bencana. Menurut pasal 6
avat (5] rencana penanggulangan bencana tersebutl berlaku dalam jangka waktu
5 {lima) tahun. Konsep ini diadopsi di desa/kelurahan, menjadi BB Des/Kel,
berlaku selama 53 {luna) tahun seperti Renas PB dan EPB Provinsi dan
Kabupaten, Kota.

Fencana Penangeulangan Bencana harus disusun bersama masvarakat, karena
warga masgyarakat di kawasan rawan bencana merupakan pihak vang paling
terpapar ancaman dan paling mengenal wilayahnyva, Agar pelaksanaan EPE dapat
melikatlkan seluruh pemangku kepentingan, harus ada payung hukum pelindung
berupa Peraturan Desa atau perangkat lain yang setingkat di kelurahan.
Peraturan ini merupakan bentuk kesepakatan politik di tingkat desa/kelorahan,
vang direpreseniasikan oleh para penyusun, yaknd Badan Permusvawaratan Desa
[BP dan Pemeriniah Desa atau institusi scrupa di kelurahan, Salabh satu nilai
strategis yang dapat dicapal dengan RFE dalam bentul Perdes adalah integrasi
isu kebencanaan ke dalam REJM Desa.

Rencang Kontinjensi Desa/Kelurahan

Rencans Kontinjensi adalah rencana yang disusun untuk menghadapi suatu
situssi lrisis yvang diperkirakan akan segera terjadi, tetapl dapat pula tidak
terjadi. Eencana Kontinjensi {(Renkon] merupakan suatu proses identifikasl dan
penyuslnan rencand yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum
tentu  tersebut.,  Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak  selalu pernah
diakiifkarn, jika keadaan yvang diperkirakan tidak terjadi.

Renkon Nencand memuat rencana tindakan segern jika terjadi krisis/bencana
yang diperkirakan akan terjadi. Rencana kontinjensi berupaya mengidentifikasi
kemungkinan  kejadian  bencana  beserts  dampaknya  bagl masyarakat  dan
membanpun  kescpakatan bersama untuk membagl langgung jawab dalam
menghadapinya, serta keputusan tentang mobilisasi sumber dava vang akan
dilalkukan. Rencana ini mengidentifikasikan tindakan- tindaksn yang harus
diambil  oleh  masing-masing  pihalk  vang  dilibatkan  dalam penanganan
krisis/bencana berikut sumber daya yang akan digunakan, Rencana kontijensi
Bencana desa ini banya digunakan untuk satu jenis bencana saja, dan disahkan
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dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Lurah, vang didasarkan kepada
sisten legalisasi yang belaku di pemerintahan desa/kelurahan setempat, Renkon
dilakukan segera setelah ads tanda-tanda awal (kemungkinan) akan  terjadi
bencana.

C. Pembentukan Forum PEB Desa/Kelurahan

Untuk mendukung upaya pengurangan risilo bencana, Desda dan Kelurahan perlu
membentuk Forum Pengurangan Risilko Bencana, Forum ini dapat dibentuk
secara khusus atau mengembangkan  kelompok yang telab ada di desa dan
kelurahan., Forum ini tidak menjadi bagian darl struktur resmi pemerintah
desa/lkelurahan, tetapl pemerintah dapat terlibat di dalamnys bersama dengan
komponen masyvarakat sipil lainnya.

Pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan perlu memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:  pertama, penting menghadirkan  dan menyuarakan kepentingan
kelompok rentan dan mereka yang terpinggirkan dalam preses pengambilan
keputusan. kedua, perlu ada  keterwakilan semua unsur masyarakat dan
keikutsertaan kelompolk marjinal dalam kepengurusan. Ketiga, perlu dijamin agar
forum memiliki kelompaolk kerja vang kompals, efeltif, dapat dipercaya dan kreatif.
Forum PRB Desa/Kelurahan perlu diberi kewenangan yang culup dan status
hukum yang  pastl, schingga dapat menjalin kerjasama dan  hubungan
kelembagann yang baik dengan pemerintahan desa/kelirahan dan pemangku
kepentingan lainnya. Kecmpat, Forum  perlu menyusun rencana kerja yvang
realistis dan dapat  dikerjakan, lengkap dengan  prioritas  roncana aksl
masvarakat serta sumber penganggarannysa.

SBelain Torum PRB Desa/Kelurahan, dapat pula dibentuk Tim Siags Bencana
Masyarakat. Tim ini akan menjadi kelompok masyarakat yang terlibat alktif alam
kegiatan-kegiatan tanggap darurat dan pemuliban pasca bencana, Pada saat
normal tim ini dapat menjadi pendorong upaya-upaya pengurangan  risiko
bencana. Anggeta tim inl dapat saja berasal darl anggeta Ferum TPREB
DresafKelurahan, tetapl akan lebih diprioritaskan bagl mereks vang siap sedia
menjadi relawan bencana, Pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan dan Tim
Siaga Pencana Masyarakat akan diatur secara lebih terinci melalui pedoman
pelaksanaan yang akan segers diterbitkan.

D Peningkatan Kapasitas Warga dan Aparat dalam T'B

Agar Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dapat terlaksana dengan
baik, kapasitas masyarakat dan aparat pemerintah desa-kelurahan dalam isu
keorganisasiun dan pengurangan risiko bencana perlu ditingkatlan. Penguatan
kapasitas dalam isu keorganisasian akan diberikan dalam kerjasama dengan
lembaga swadaya masyarakat dan/atan perguruan tinggl melalul lokalearya atau
lokalatih di lapangan dalam teopik-topili sepertl pengorganisasian masvarakat,
kepemimpinan, manajemen organisasi masyvarakat, dan topik-topilt terkait
lainnya, Peningkatun kapasitas dalam isu PRB akan meliputi pelatihan-pelatihan
dalam Pemetaan Ancaman, [VOA gtau Penilalan Ancaman, Kerantanan dan
Kapasitas PMI, metode-metode PRA (Participatory Rural Appraisal atau Penilaian
Pedesaan  Partisipaidl, dan melode-melode serupa lainnya vang dibuluhkan.
Peninglkatan kapasitas juga akan dilakulkan melalul penyediaan peralatan dan
perangkat-perangkat sistcm peringatan dindl dan kesiapsiagaan bencana vang
terjangkau dalam konteks program.
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E. Pemaduan PRB ke dalam Rencang Pembangunan Desa dan Legalisasi

Selain menyusun Rencana DPenanggulangan Bencana Desaf/Kelurahan  [REB
Des/Kel] program diharapkan juga mendorong pemaduan PRB ke dalam Rencana
Pembangunan Desa. Bila berdini scndivi, EPB kemungkinan  sulit untuk
mendapatkan pendanaan, karena harus bersaing dengan program- program
pembangunan desa lainnva, Oleh karena itu, selain menyusun RPR Des/Kel,
Forum PEB Desa diharapkan juga mendorong masuknya aspel- aspek dalam
RI'B ke dalam Rencana PPembangunan  Jaogka Mencngah Desa (RIUMDes),
schingga ERIMDes jugn mengandung pendekatan pengurangan risike bencana.
Dengan masuknya aspek-aspek PRE ke dalam RPJMDes, vang akan dilegalisasi
dengan  Peraturan Desa, program-program PRB akan  mendapat  jamingn
pendanaan yang lebih kuat, Untuk kelurahan hal serupa juga dapat diterapkan,
yakni memadukan program-program PRB ke dalam perencanaan di kecamatan,

F. Pelaksanaan PRB di Desa/RKelurahan

Rencang PR dan Rencana Kontinjensi Desa/Kelurahan perlu ditmplementasikan
oleh seluruh warga, Untuk ity dibutubkan pendanaan dan alokasi sumber daya
vang nmwmadal. Hal ini akan diatur lebibh laggul melalui pedoman vang akan
disusun.

(. Pemantauan, Bvaluasi dan Pelaporan Program di tingkat Desa/Keluralian

Agar dapat  dilmplemeniasikan  dengan  berchasil, programm  Desa/Kelurahan
Tangguh Bencana perlu dilengkapi dengan sistein pemantauan, cvaluasi dan
pelaporan  yang Dbailk. Kegiatan-kegiatan ini perlu  dilakukan sejalk awal
pelaksanaan program di berbagal tingkatan, mulai darl tingkat kabupaten/kota
sampal tingkat masvarakat. Perangkat pemantauan dan evaluasi perlu dibuat
seslal dengan kemampuan pemerintah daerah, sumber daya yang ada dan
kapasitas warga, serla dapal memberikan bukti-bukt yang dipedukan antuk
memhberi penilaian.

Secara wmum  kegiatan pemantauvan  bertujuan unfule mengamati apakah
kegiatan-kegiatan program telah dilaksanaksn sesual dengan perencanaan.
Pemantauan dapat dilalkukan secara terpisah dengan evaluasi, juga frekuensinva
dapat lebih banyak daripada evaluasi. Pemantauan dapat berupa  asistensi
pelaksanaan program yang membaniu mengarahlan pelaksanaan program sesuail
porencanaan. Kegiatan evaluasi beriujuan untuk menilal keseluruohan pencapaian
sasaran/hasil-hasil program sesual dengan indikator atau  target  vang
direncanalian. Evaluasi dapat dilakukan beberapa kali dalam masa implementasi
program, setidaknya setiap tahun sekali. Pada akhir program dilakukan evaluasi
akhir untuk mencari hikmah pembelajaran (fessons learned) dari pelaksanaan
programn.

Untuk program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, evaluasi secara khusus
diharapkan dapat menjawaly

- Apakah pregram telah memberikan kontribusi untuk pengurangan risilko?
- Apakah program telab berkontribusi pada mitigasi ancaman?

- Apakah program dapal menghilangkan atau mengurang kereondanan dan
mengembangkan kapasitas/lkemampuan wargn masyarakat maupun aparat
pemerintal di berbagai tingkat?

- Apakah program berhasil memobilisasikan sumber daya selempal uniuk
upaya-upaya pengurangan risiko bencana?

- Apakah ada komitmen dar pemerintah Desa, Kelurahan, Kabupaten, Kota dan
Provinsi dalam keberlanjutan program?
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BAR WV
PENUTUD

edoman Desa/Kelurahan Tangeuh Bencana ind dibuat agar dapat dijadikan panduoan
bagli BNPB/BPBD, instansi/lembagaforganisasi iorkail, agar tugas pengembangan
Desa/fKelurahan Tangguh Bencana dilaksanakan sccara copat, tepat, lerpadua, ofcklif,
efisien dan akuntabel.

Pedoman ini berlaku sepanjang tidalk bertentangan dan belum dikeluarkan pedoman
wang baru berdasarkan pedoman ind.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

SYAMSUL MAARIF
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